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Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di 
Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor-faktor yang diteliti meliputi Upah 
Minimum Kabupaten, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk 

perempuan yang mengurus rumah tangga. Metode yang digunakan 
adalah regresi linear berganda dengan data sekunder time series 
tahun 2014–2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK wanita, jumlah 
perempuan yang mengurus rumah tangga berpengaruh negatif dan 
signifikan, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap TPAK wanita di Kabupaten Kuantan 
Singingi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap TPAK wanita. Temuan ini menunjukkan bahwa 

peningkatan upah dan pengurangan beban domestik dapat 
mendorong keterlibatan wanita dalam pasar kerja, meskipun 
pengaruh kemiskinan terhadap partisipasi kerja masih belum kuat 

secara statistic 
 

Kata Kunci: TPAK wanita, upah minimum, jumlah perempuan 
yang mengurus rumah tangga, tingkat kemiskinan 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran aktif 

seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Populasi perempuan yang hampir 

mencapai setengah dari total populasi dunia—dengan rasio 976 perempuan untuk 

setiap 1000 laki-laki—menunjukkan potensi besar yang dimiliki perempuan dalam 

kegiatan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, jutaan perempuan telah 

memasuki angkatan kerja, berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Todaro dan Smith, 2015). 

Transformasi peran perempuan dari yang sebelumnya terbatas sebagai 

pengurus rumah tangga kini bergeser ke partisipasi aktif dalam dunia kerja. Meski 

demikian, partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) masih relatif rendah jika 

dibandingkan dengan laki-laki, mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan sumber 

daya manusia secara keseluruhan. Apabila kesetaraan gender dalam akses terhadap 

dunia kerja terus ditingkatkan, maka pembangunan ekonomi pun dapat lebih inklusif 

dan menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas (Bachtiar dan Utami, 2025). 
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Dalam kerangka teori pembangunan ekonomi klasik, Adam Smith 

mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja. 

Semakin besar populasi yang produktif, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. Namun, pandangan ini berbeda dengan Thomas Malthus, 

yang menekankan risiko kemelaratan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak 

diimbangi oleh pertumbuhan penyediaan kebutuhan dasar. Malthus menyoroti 

pentingnya distribusi penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan 

layanan sosial sebagai faktor penentu dampak pertumbuhan penduduk terhadap 

ekonomi (Calista et al., 2024). 

TPAK merupakan indikator proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar 

tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Indikator ini menunjukkan 

sejauh mana pasokan tenaga kerja tersedia untuk kegiatan produksi barang dan jasa 

(Murialti et al., 2022). Guszalina et al. (2022) menekankan bahwa TPAK menjadi alat 

ukur penting untuk memahami partisipasi ekonomi penduduk usia kerja, khususnya 

perempuan, yang kini semakin banyak bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. 

Dua faktor utama yang mendorong perempuan untuk bekerja adalah tekanan 

ekonomi dan peningkatan pendidikan. Banyak perempuan menikah yang terpaksa 

bekerja karena penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, 

perempuan berpendidikan tinggi cenderung memilih untuk bekerja guna memperoleh 

kemandirian dan pengakuan sosial sebagai wanita karier (Nahak, 2022). 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, 

yang berdasarkan data BPS tahun 2023 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 

175.645 jiwa dan perempuan 170.205 jiwa. Meski jumlah perempuan mendekati laki-

laki, partisipasi mereka dalam dunia kerja masih tergolong rendah. Data TPAK 

perempuan dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan angka fluktuatif dan cenderung 

jauh di bawah laki-laki, seperti pada tahun 2022 yang hanya mencapai 41,64% 

dibandingkan laki-laki 83,04% (Badan Pusat Statistik, 2023). 

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui data tambahan, di mana mayoritas 

perempuan tergolong bukan angkatan kerja karena masih bersekolah, mengurus 

rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2018 

terdapat 47.710 perempuan yang mengurus rumah tangga, dan angka ini terus 

meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik, 2023). 

Salah satu variabel yang turut dianalisis dalam penelitian ini adalah upah 

minimum kabupaten (UMK). Tercatat bahwa UMK di Kabupaten Kuantan Singingi 

mengalami kenaikan tiap tahun, dari Rp1.770.000 pada tahun 2014 menjadi 

Rp3.354.275 pada tahun 2023. Namun, kenaikan tersebut tidak selalu signifikan dan 

belum tentu mampu mendorong perempuan untuk masuk ke pasar kerja karena masih 

banyak faktor lain seperti beban domestik dan persepsi sosial (Badan Pusat Statistik, 

2023). 

Kemiskinan juga menjadi faktor penting dalam analisis TPAK. Fluktuasi tingkat 

kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang 

turut mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Pada tahun 2014 tingkat 
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kemiskinan mencapai 10,75% dan menurun menjadi 8,07% pada tahun 2023, 

meskipun sempat naik di beberapa tahun sebelumnya (BPS, 2024). Perempuan dari 

keluarga miskin cenderung terpaksa bekerja, meskipun dengan imbalan rendah, demi 

mencukupi kebutuhan rumah tangga. 

Kondisi sosial seperti terbatasnya akses perempuan terhadap pelatihan kerja, 

sistem upah yang tidak setara, serta perbedaan kesempatan kerja dengan laki-laki 

turut menjadi penghambat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

sejauh mana upah minimum, tingkat kemiskinan, dan jumlah perempuan yang 

mengurus rumah tangga mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2014–2023. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian dan Konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator 

utama dalam menilai keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2025), TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia 

kerja yang aktif secara ekonomi, baik mereka yang bekerja maupun yang sedang 

mencari pekerjaan. Subri (2018) juga menyatakan bahwa TPAK mencerminkan 

besarnya angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase dari 

keseluruhan penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka TPAK yang tinggi 

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja telah terlibat dalam dunia 

kerja. Adapun rumus penghitungan TPAK adalah: 

TPAK= 𝐴𝑁𝐺𝐾𝐴𝑇𝐴𝑁 𝐾𝐸𝑅𝐽𝐴

𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝑆𝐼𝑃𝐴𝑆𝐼 𝐴𝑁𝐺𝐾𝐴𝑇𝐴𝑁 𝐾𝐸𝑅𝐽𝐴
 X 100% 

Dengan demikian, angka TPAK menjadi ukuran penting dalam analisis 

ketenagakerjaan dan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah. 

Konsep Tenaga Kerja dan Penawaran Tenaga Kerja 

Tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Malik (2018) menambahkan 

bahwa tenaga kerja meliputi seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas yang secara aktif 

mencari penghasilan, baik melalui pekerjaan tetap maupun mencari kerja. Mankiw 

(2016) menyebut tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama dalam 

perekonomian. Subri (2018) menjelaskan bahwa penawaran tenaga kerja dipengaruhi 

oleh jumlah penduduk, tingkat partisipasi penduduk dalam pasar tenaga kerja, dan 

jumlah jam kerja yang bersedia ditawarkan oleh tenaga kerja. Suhandi et al. (2021) 

menambahkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, produktivitas, dan tingkat upah 

juga turut mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu 

perekonomian. 

Peran Perempuan dalam Ketenagakerjaan 

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mengalami peningkatan dalam 

beberapa dekade terakhir. Hidayat dan Ash Shidiqie (2024) mencatat bahwa angka 

partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sudah mencapai 55,50%, 
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meskipun angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan standar 

internasional. Sebagian besar perempuan masih bekerja di sektor informal seperti 

pertanian dan jasa rumah tangga. Septiawan dan Wijaya (2021) mengingatkan bahwa 

meskipun secara absolut jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-

laki, namun peran mereka dalam pembangunan ekonomi belum maksimal. Disparitas 

tersebut juga disebabkan oleh diskriminasi struktural dan ideologi gender yang 

menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah dan domestik (ILO, 2025). Oleh 

karena itu, partisipasi perempuan dalam pasar kerja perlu ditingkatkan melalui 

penguatan kualitas sumber daya dan penghapusan hambatan sosial. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut Saraswati et al. (2022), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya TPAK, yaitu: (a) jumlah penduduk yang masih sekolah dan mengurus 

rumah tangga, yang cenderung menurunkan TPAK karena mereka tidak masuk dalam 

kategori angkatan kerja aktif; (b) perbedaan jenis kelamin, di mana TPAK perempuan 

lebih rendah dari laki-laki akibat beban peran ganda dan norma sosial; (c) tingkat umur, 

karena usia muda biasanya belum menjadi pencari nafkah utama; (d) tingkat upah, 

yang memiliki daya tarik bagi anggota rumah tangga untuk terlibat dalam kerja 

berbayar; serta (e) tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan maka 

peluang kerja juga meningkat, tetapi masa studi yang lebih lama bisa menunda 

masuknya ke pasar kerja. Zenia Tata Rahayu (2024) menambahkan bahwa 

kemiskinan juga menjadi faktor pendorong penting, karena tekanan ekonomi 

memaksa perempuan dari keluarga kurang mampu untuk bekerja meskipun dalam 

sektor informal. 

Pengertian dan Peran Upah Minimum 

Upah merupakan kompensasi atas jasa tenaga kerja yang diberikan kepada 

pengusaha dalam bentuk uang atau barang. Mankiw (2016) mendefinisikan upah 

sebagai imbalan kerja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan 

keluarganya. Dalam peraturan pemerintah, khususnya PP No. 36 Tahun 2021, upah 

minimum adalah hak pekerja untuk memperoleh pendapatan yang layak, ditetapkan 

dan dibayarkan oleh pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Marliana (2022) 

menyatakan bahwa tujuan upah minimum adalah memberikan perlindungan kepada 

pekerja agar tidak dieksploitasi serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan 

perusahaan. 

 

 

Mekanisme dan Tujuan Penetapan Upah Minimum 

Menurut Permenaker No. 1 Tahun 1999, penetapan upah minimum 

mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kesejahteraan pekerja, kemampuan 

perusahaan membayar, serta kondisi ekonomi daerah. Penetapan dilakukan oleh 

gubernur berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Daerah. Asmara et al. (2024) 

menyebut bahwa upah minimum juga memiliki dimensi keadilan sosial, karena 

mencegah eksploitasi pekerja lemah dan menjamin keberlangsungan hidup layak 

melalui sistem pengupahan yang adil. 
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Konsep dan Faktor Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok 

orang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Todaro dan Smith (2015) 

menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yakni absolut dan relatif. 

Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar 

seperti pangan dan pendidikan, sementara kemiskinan relatif menekankan pada 

ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Sukirno (2016) 

mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi, 

yaitu: (a) ketimpangan kepemilikan sumber daya; (b) rendahnya kualitas sumber daya 

manusia; dan (c) keterbatasan akses terhadap modal dan pekerjaan produktif. 

Jumlah Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga 

Kegiatan mengurus rumah tangga dikategorikan sebagai kegiatan non-ekonomi 

apabila tidak menghasilkan pendapatan langsung. Septari et al. (2022) menyatakan 

bahwa perempuan yang terlibat dalam kegiatan seperti memasak, mencuci, atau 

menjaga anak tanpa menerima upah termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. 

Ini berdampak pada rendahnya angka TPAK perempuan. Novitasari (2021) 

menambahkan bahwa perempuan pekerja yang juga mengurus rumah tangga 

mengalami beban ganda dan waktu istirahat yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki, 

sehingga berdampak terhadap produktivitas dan kesehatan mereka. Dengan 

demikian, dukungan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam kerja produktif 

harus diimbangi dengan fasilitas sosial dan kebijakan kerja yang responsif gender. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk 

menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat kemiskinan, dan jumlah perempuan 

yang mengurus rumah tangga terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018–2022. Populasi penelitian 

mencakup seluruh data terkait variabel tersebut, dengan metode pengambilan sampel 

time series melalui interpolasi. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linear 

berganda menggunakan software EViews 12. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji 

parsial (t-test), simultan (F-test), serta pengukuran koefisien determinasi (Adjusted R²) 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji kualitas data yang akan 

digunakan pada tahap analisis regresi linear berganda. Adapun hasil dari serangkaian 

uji yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Output Eviews 12, data diolah (2025) 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa nilai probability Jarque-Bera adalah 

0,775845 yang dimana nilainya lebih besar dari derajat kesalahan 5% yaitu 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa H0 untuk data berdistribusi normal dapat diterima 

karena 0,775845 > 0,05 (Gujarati dan Dawn C. Porter, 2015). 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Output Eviews 12, data diolah (2025) 

Analisis uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) pada model regresi. Berdasarkan gambar 4.6, terlihat bahwa nilai 

centered VIF pada ketiga variabel berada di bawah nilai tolerance, yaitu 10 yang 

artinya tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data. Hal itu juga menunjukkan 

bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang digunakan (Gujarati dan 

Dawn C. Porter, 2015). 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Output Eviews 12, data diolah (2025) 
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Analisis uji autokorelasi dilakukan dengan melihat hasil residual dari model 

regresi melalui metode Breusch-Godfrey (LM Test). Uji autokorelasi penting dilakukan 

pada data yang bersifat time series. Terlihat pada gambar diatas. bahwa nilai 

probabilitas Chi-Square adalah sebesar 0,0586 yang nilai nya lebiH besar dari derajat 

kesalahan 5% sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 

autokorelasi dalam data (Gujarati dan Dawn C. Porter, 2015). 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output Eviews 12, data diolah (2025) 

Analisis uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai Obs*R- Squared 

dengan memperhatikan nilai probabilitas Chi Squares yang menggunakan metode uji 

white. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas Chi Squares pada 

Obs*R-Squared adalah 0,2113 yang nilainya lebih besar dari derajat kesalahan 5% 

yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah ketidaksamaan varian dari 

residual data yang digunakan karena 0,2113 > 0,05 (Gujarati dan Dawn C. Porter, 

2015).. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Hasil Uji Hipotesis 

Setelah berhasil melewati seluruh tahap uji asumsi klasik, maka pengujian data 

dapat dilanjutkan untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. 

Adapun uji yang dilakukan adalah uji secara simultan atau uji F, uji secara parsial atau 

uji t, dan uji signifikansi melalui koefisien determinasi (Gujarati dan Dawn C. Porter, 

2015). Berikut merupakan hasil dari serangkaian uji tersebut: 

 

 

Sumber: Output Eviews 12, data diolah (2025) 
Hasil Uji Hipotesis 
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Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi linear berganda dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS), menghasilkan persamaan: TPAKP = 11.31626 

+ 0.415709 UMK + 0.037182 PVRT – 0.869974 PPRT. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), artinya setiap kenaikan UMK 

sebesar Rp1.000 akan meningkatkan TPAKP sebesar 0,415709 persen. Variabel 

tingkat kemiskinan (PVRT) juga berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara 

statistik. Sementara itu, jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga (PPRT) 

berpengaruh negatif signifikan, di mana setiap peningkatan 1.000 perempuan yang 

mengurus rumah tangga menurunkan TPAKP sebesar 0,869974 persen. 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), sedangkan variabel independennya 

terdiri atas Upah Minimum Kabupaten (UMK), tingkat kemiskinan (PVRT), dan jumlah 

penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga (PPRT). Dengan demikian, dari 

ketiga variabel yang diuji, hanya UMK dan PPRT yang terbukti memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap TPAKP, sementara PVRT tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan secara statistik. 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan Hasil Uji, terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah 

0,000380, yang nilainya jauh di bawah tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-

sama dari ketiga variabel independen dalam penelitian ini. 

Hasil Uji Adjusted R square (R2) 

Dalam output regresi yang ditampilkan, nilai adjusted R² adalah sebesar 

0.915692, atau setara dengan 91,56 persen. Angka ini menunjukkan bahwa model 

regresi yang dibangun memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi, di mana 

sebesar 91,56 persen variasi dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

(TPAKP) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam 

model. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap TPAK wanita di 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 – 2023 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan (TPAKP) di Kuantan Singingi, karena kenaikan UMK mendorong 

perempuan untuk bekerja demi meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Rahmi 

dan Riyanto, 2022; Murialti et al., 2022). Sementara itu, tingkat kemiskinan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap TPAKP meskipun arah hubungan positif, karena 

hambatan struktural seperti norma sosial, beban domestik, dan rendahnya akses kerja 

(Fitriani et al., 2025). Sebaliknya, jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAKP. Perempuan yang fokus pada 
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peran domestik cenderung tidak bekerja, dipengaruhi oleh budaya patriarki dan 

minimnya fasilitas pendukung (Murialti et al., 2024; Bano, 2022; Yeni et al., 2022). 

Pengaruh Tingkat penduduk miskin berpengaruh terhadap TPAK wanita di 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 – 2023 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (PVRT) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

(TPAKP) di Kuantan Singingi tahun 2014–2023, meskipun pengaruhnya positif. 

Secara teori, kondisi miskin seharusnya mendorong perempuan bekerja (added 

worker effect), namun dalam praktiknya tidak terjadi signifikan. Hambatan utama 

meliputi keterbatasan akses kerja yang sesuai, beban domestik, norma patriarki, serta 

rendahnya pendidikan dan keterampilan. Selain itu, banyak perempuan bekerja di 

sektor informal yang tidak tercatat dalam statistik resmi. Temuan ini sejalan dengan 

Fitriani et al. (2025) dan Asrahmaulyana (2022) yang juga menemukan hubungan tidak 

signifikan. Sebaliknya, Kurniasih et al. (2022) menemukan pengaruh signifikan dalam 

konteks lebih luas. Dengan demikian, hubungan kemiskinan dan TPAKP bersifat 

kontekstual dan dipengaruhi faktor sosial budaya yang kompleks. 

Pengaruh Wanita yang mengurus Rumah Tangga berpengaruh terhadap TPAK 

wanita di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 – 2023 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengurus rumah 

tangga (PPRT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014–2023. 

Setiap kenaikan 1.000 perempuan yang fokus pada aktivitas domestik menyebabkan 

penurunan TPAK sebesar 0,869974 persen. Hal ini mencerminkan bahwa beban 

domestik menjadi penghalang utama perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja. 

Faktor struktural seperti kuatnya norma tradisional, tanggung jawab pengasuhan anak, 

kurangnya fasilitas penitipan anak, serta minimnya pekerjaan fleksibel memperkuat 

keputusan perempuan untuk tetap di ranah domestik. Temuan ini didukung oleh 

penelitian Murialti et al. (2024), Bano (2022), dan Yeni et al. (2022) yang menyatakan 

bahwa norma patriarki dan kondisi sosial budaya lokal menjadi faktor penentu 

rendahnya partisipasi kerja perempuan, meskipun mereka memiliki potensi kontribusi 

ekonomi yang besar. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP). Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan UMK dapat menjadi insentif ekonomi yang 

mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Kenaikan 

upah minimum meningkatkan nilai pekerjaan formal bagi perempuan, sehingga 

kebijakan penetapan upah yang adaptif terhadap kebutuhan hidup layak 

penting untuk mendukung partisipasi kerja perempuan. 
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2. Jumlah Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga (PPRT) memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap TPAKP. Artinya, semakin banyak perempuan 

yang terlibat dalam pekerjaan domestik, semakin rendah tingkat partisipasi 

mereka dalam angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tradisional 

perempuan sebagai pengurus rumah masih menjadi hambatan utama 

partisipasi ekonomi. Oleh karena itu, intervensi seperti penyediaan layanan 

penitipan anak dan kampanye kesetaraan peran gender perlu diperkuat. 

3. Tingkat Kemiskinan (PVRT) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAKP. 

Meskipun secara teori kemiskinan dapat mendorong perempuan untuk bekerja, 

dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, data menunjukkan bahwa 

peningkatan kemiskinan tidak secara langsung mendorong peningkatan 

partisipasi kerja perempuan. Ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan akses 

terhadap pekerjaan layak atau norma sosial yang membatasi mobilitas kerja 

perempuan. Maka, upaya pengurangan kemiskinan perlu disertai dengan 

penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan ramah gender. 

B. Saran 

A. Bagi Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disarankan untuk terus meninjau dan 

menyesuaikan besaran UMK secara berkala agar tetap relevan dengan 

kebutuhan hidup layak serta dapat menjadi insentif bagi perempuan untuk 

berpartisipasi dalam angkatan kerja. 

2. Perlu adanya program pemberdayaan perempuan, terutama bagi perempuan 

yang selama ini berfokus pada pekerjaan rumah tangga, melalui pelatihan 

keterampilan, akses terhadap pekerjaan fleksibel, dan penyediaan layanan 

pendukung seperti daycare atau taman penitipan anak. 

3. Pemerintah juga perlu memperhatikan strategi pengentasan kemiskinan yang 

terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan, dengan mendorong penciptaan 

lapangan kerja yang inklusif dan ramah perempuan 
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